
 

 
BUPATI TANGGAMUS 

 
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS 

NOMOR : 09 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANGGAMUS, 

 
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 39 Tahun 

2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus 
Nomor 05 Tahun 2013 telah efektif dilaksanakan; 

 
  b. bahwa penganggaran program dan kegiatan yang 

dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 

yang telah ditetapkan dalam APBD pada DPA-SKPD 
Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Perindustrian, 

Perdagangan, UKM dan Pengelolaan Pasar, Badan 
Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan (BP4K) belum sesuai dengan Petunjuk 

Teknis dipandang perlu untuk melaksanakan 
pergeseran anggaran; 

 

  c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus 
di Daerah, penganggaran program dan kegiatan DAK 

menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah dapat dilakukan mendahului 

perubahan APBD apabila belum dicantumkan dalam 

Peraturan Daerah tentang APBD; 
 

  d. bahwa penganggaran program dan kegiatan DAK 
sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan dengan 

mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD yang mencantumkan program dan 

kegiatan DAK yang bersifat mendesak untuk 
dilaksanakan dan diberitahuk an kepada Pimpinan 

DPRD; 

 
  e.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran 

APBD Tahun Anggaran 2013. 

 
Mengingat : 1. Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 



 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang 
Pembentuk-an Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang 
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3667); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
 



 
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 



 
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 ); 
 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

  27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 
 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
 

  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Daerah; 
 

  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 
 

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508); 
 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 19 
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 96); 



 
  33. Peraturan   Bupati Tanggamus Nomor 39 Tahun 2012 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 ( Berita Daerah 
Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 203); 

    
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 39 TAHUN 

2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. 

 
Pasal I  

 
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 39 Tahun 2012 sebagai 

mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 05 Tahun 2013 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 diadakan perubahan sehingga keseluruhan 

berbunyi sebagai berikut : 
 

"Pasal 1" 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 terdiri atas ; 
 

1. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.      20.000.000.000,00,- 

b. Dana Perimbangan Rp.    715.670.216.247,36,- 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah         Rp.    136.393.606.500,00,- 

Jumlah Pendapatan Rp.   872.063.822.747,36,- 

2. Belanja Daerah 

a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai Rp.   469.500.667.029,25,- 

2. Belanja Bunga Rp.                              0,00,- 

3. Belanja Subsidi Rp.          548.626.000,00,- 

4. Belanja Hibah Rp.     15.844.552.000,00,- 

5. Belanja Bantuan Sosial Rp.       3.247.500.000,00,- 

6. Belanja Bagi Hasil Rp.                              0,00,- 

7. Belanja Bantuan Keuangan kepada  

Provinsi/Kab/Ko dan Pemdes  Rp.        21.416.910.000,00,- 

8. 8. Belanja Tidak Terduga Rp.          3.000.000.000,00,- 

          Rp.    515.467.789.029,25,- 

b. Belanja Langsung 

1. Belanja Pegawai Rp.     34.996.091.300,00,- 

2. Belanja Barang dan Jasa Rp.  133.124.044.429,58,- 

3. Belanja Modal Rp.  242.381.442.523,05,- 

            Rp.  408.592.044.252,63,- 

Jumlah Belanja Rp. 924.059.833.281,88,- 

Defisit                                                               Rp.   (51.996.010.534,52)  



 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Rp. 66.063.411.864,52,-  

b. Pengeluaran Rp. 14.067.401.330,00,- 

Pembiayaan Netto Rp.  51.996.010.534,52,- 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan. Rp.                       0,00,- 

 

 
"Pasal 2" 

 
Ringkasan Perubahaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
ini.  

 

"Pasal 3" 
 

Penjabaran    Perubahaan    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II 

Peraturan ini. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar   setiap   orang   dapat   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tanggamus. 

 
 

Ditetapkan di Kota Agung 
Pada tanggal 03 Juni 2013 

  

BUPATI TANGGAMUS, 
 

   dto 
 

BAMBANG KURNIAWAN 
 

 

 
Diundangkan di Kota Agung  

pada tanggal  03 Juni 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, 
 

   dto 
 

   GUNAWAN TARWIN WIYATNA 

 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013 NOMOR 212 

 


